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ABSTRAK 

       Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sering terjadi 

di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual cenderung sulit dibuktikan karena 

seringkali dilakukan pada situasi dan kondisi yang hanya diketahui oleh pelaku dan 

korban. Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan dalam pembuktian di persidangan 

ialah saksi yang mendengar dari korban atau dari orang lain atau disebut dengan 

saksi testimonium de auditu. Keterangan saksi testimonium de auditu tidak diakui 

sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pokok permasalahan penulisan 

hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan keterangan testimonium de 

auditu dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak pada Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia; dan kedua, bagaimana penggunaan keterangan saksi 

testimonium de auditu dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak 

pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang telah 

menjadi putusan inkracht. Penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder 

yaitu dari bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.  

       Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, pengaturan keterangan saksi 

testimonium de auditu dalam KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, 

kemudian diakui sebagai alat bukti yang sah dengan adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, lalu diakui sebagai alat bukti dalam 

peraturan perundang-undangan khusus, yaitu dalam UU PSDK dengan melindungi 

saksi testimonium de auditu serta adanya UU TPKS memperluas pengertian saksi 

dan macam alat bukti; dan kedua penggunaan keterangan saksi testimonium de 

auditu dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertimbangkan oleh hakim 

sesuai dengan relevansi alat bukti yang lainnya. 
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Anak. 

 

  


